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PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI
PADA PENYIDIK Dl LINGKUNGAN KOMISI FEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)

(Kharva Saputra, 03 140043, Fekultas Hukum Unand, 32 halaman, 2008 )
ABSTRAK

Korupsi secara legal formal telah diakui sebagal perbuatan buruk {crinig
exira avdinaereea). atan perkembanpgan terakhic muncul konsep kejahatan hoar biasa
Lexrrg ordivg crimer) seperll terorisme, korupsi don pelangearnn beral dan
sehagainyva yvang membutuhkan “extra ordinary measures™, Kesulian menjeral
tersangka pelaku tindak pidana koropsi kebanyakean karena gagalnva jaksa
memberikan barang bukii yang mevakinkan lakim. Penegakas hukum techadap
para pelaku harus dilakukan dengan lepat supaya hasilnya maksimal, Kerupsi
memang harus diberantas sampai ke akar-akoamya Kerena terbukti babwa di dalam
komisi pemberantasan korupsi pun terdapat pula koropsi. Hal ind tentu saja tidak
dapat dibiackan begitu saja. Adapun permasalahan yeng ditemukan dalem
penulisan ini apakah lalar belakang penvebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di
lingkungan KPE. Bagaimanakah penanganan pemberantasan Tindak Pidana
Foorupsi terhadap pelaku di lingkungan KPR, Apakeh Rendala vang dibadapi
dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPEL Tujuan
dalam penulisan ini untuk mengetzhul later belakang penvebab terjadinya Tindsk
Fidana Korupsi di lingkungan KPR untuk mengetahul penanganan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku di lingkungar KPE. Dan untuk
mengetahul kendala yang dihadapi eleh penvidik dalam melakukan penyidikan
Tindak Pidane Komopsi di lingkungan KPR, Metade pendekatan vang digunakan
bersifar vuridis sosiologis f@ociofegical resegrehy dan sumber data berasal dari
data primer dan dala sekunder. Data vang didopatkan tersebul dianalisis secarn
kualitaif, kemudian diambil kesimpulan yang dijabarkan dalam  penulisan
deskriptif. Dari penclitian ini diketahui bahwa latar belakang terjadinys tindak
pidana korupsi diksrenakan sumber daya manusianya vang lidak berakhlak.
Karena dari segi undang-undang, lembaga KPK sendiri, serta sarana dan prasarana
tidak ada celaby bagi sigpapun untuk melakukan tindak pidana korupsi, Tindak
pidanz korupsi di linghungan EPE vang dilakukan olel Suparrman distur dalam
pasal 12 huruf e Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang permberantasan tindak
pidana korupsi schagzimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
na 20 tahun 2001 fenlang perubahon alns Undang-undang no 31 tabun 19949
lentang pemberantzsan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayar (1} KUHPidana,
Tidak ada kendala vang ditemukan oleh penyidike dalam mengungkapkan tindak
pidana korupsi di lingkunpgan EPK karena telah sesuai dengan apa yong
ditetzpkan oleh Undang-undang.hanya saja kefadizn ini karena masih adanyva
celabi-celah bagi Suparman unfuk melakukan perbuatan tercela ini meskipun teleh
adanya pengawasan intemal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.



BAB1

PENDAHULTUAN

A. Latar Belakanp Masaluh

Tindak pidona korupst merupakan tindak pidana vang digolongkan ke
dalam “the whire collar ceime” (kejahatan kerzh putib). Hal ini dizelabkan
karena para pelakunyva menggunakan peralatan yang canggih serta bissinya
dilakukan oleh lebih dari sate orang dalam keadaan vang terselubung dan
terorganisasi serla sisternatis. Kondisi seperti inilab yang menjadi penvebab
tindak pidana komipsi sulit uniuk dibuktikan dan diberantas,

Di samping it tindak pidana korupsi juga terpolong kedalam “exira
ardirgry crime” (kejahatan vang  luar  biasa)  dalam melakukan
pemberanasannyva perlu adanva penanganan secars luar blasa pula (extrea
ordinery measwre), Saleh saln upaya vang dilakukan dengan melakukan
penvimpanzan dalam sistem pembuktiannyva daei tindak pidaga umum.

Undang-undang Momaor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dant Korupsi, Kolusi dan Mepotisme, antara
lain menvebutkan bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanva
dilakukan antar penyelenggaraan negara melainkan juga antara penyelengeara
negara dan pihak lain yang dapat meresak sendi-sendi kehidupan masyarakat,
erbanesa dan bemcgara, serta membahavakan eksistensi negara, schingzs
diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya,

Di Indonesin, korepsi secors legal formal telah diako  sebagai

perbualan buruk foriming extra ordinerle), atawn perkembangan terakhir



muncul konsep kcjahatan luar biasa fextea ordinary crimes) scpeni terorisme,
kompst dan pelangearan bak azast manusia (FEAM) berat dan sehapaimya vang
membutuhkan Yexieg ordinay peares ' vang memperhitungkan variahle-
varfahle due process af law, national defense, vicdm of crime  and
internetipral peace ard :.t':.':rr']'f}'.l

Laporan Bank Duma mengangrap problem korupsi 1elah berakor dar
sistem birokrasi kolonial vang memperbolehkan para pepawar pemenntah
menutup rendahnya gaji mercka denpan mgobvek alias kerjan sambilan,
menerima (Erek-haek) atan menvelewenskan keuangan ne gam.: Athol Moffitt,
scarangz #hli kriminalogi Australia mengingatkan bahwa berbahaya apabila
korupsi dilekukan di semuoa tinghat. [a mr_'n}'uiilkun:J

Serali warupsi dilakukan, apalags fika dilekukan oleh pejaboi-peiabat

varg lehih tnged, make korupsi it akan ety deegan subur, Tiada

kelemerfian veng lebit besar poda swatu bangsa daripads korupsi yang

werehbes ke semua tinghar pelavanan wmam, Forupsi melemahkan
gy hedofang boik dafomn doameoed maupen dealom perang,

Fuwetnya kultur korupsi dinilel sebagai penvebah parahnya krisis
ekonomi. Proyek-proyek Bank Dunia difmplementasikan dalam svatu koltur
pemerintah yang cenderung toleran terhadap kolus dan penyelewengan dana.
Lebih mempribatinkan, pemeriniah pun seolah-olab menganjurkan para
pegawainya untuk mencan penggant rendahnya paji dengan cara korups din
kolusi. Hasil stwli menunjukkan bagaimana kebocoran dan korupsi dard

tingkat birokrasi yang lebih tinggi memiliki dampak negatil yang sangat besar

Muladi, Asped Moral dan Etiks dofemr Peregrnkon Huken: Pidang, Seminar Kasional dan
Fckomas. Forkophi, Fukarta 2003, hal. 6.
* The Asian Wall Street Journal, 19 apustus 1998
 Bohsruddin Lope, Refahatar Kerapii don Peregatan Hwiwn, Kompes. Jakarin 2001, hal, 105,



teshadap ckonomi secara meluas. Lebih dari wu, korupsi juga menverupai
mekanisme subsidi dari kalangan masvarakat miskin kepada strata di atasnva.’

Tidak berlebihan jika banvak pakar vang mendefinisikan korupsi
sebagai abuse of power alie dalam hahasa Encvelopedia of Social Science,
kerupsi diartikan sebapai “misyse of power for private profit ", Dua definisi
inl  memperlihatkan  dengan  jenis  kKorupsi selalu berknilen  dengan
“penyalahgunaan™ vang berkaian dengon “kekuasaon™, Secara implisit, dus
dapal terjudi kerena lemahnye sistem pengewasan, Salah satu penyebab
korupsi adalah femzhnya integritas moral yvang tueut melemabkan disiplin
nasional dan lemahnya sistem.’

Label korupst tidak semata-mata diperuntukken hagr pegawai negern,
Tentara Masional Indomesta (TRT), Kepalizisn Republik Indonesia (Polri),
Pegawai Baden Usaha Milik Megara (BUMMN) aran Badan Usaha Milik Daerah
(BUMILY} atau anggets parlemen pusat dan daerah, atau pejabal dan pelaku
fungsi judikatif atou konglomerat dan baden usaha swasla, namun jugs dapat
ditempelken pads semua lembaga dan anggota masvarakat dengan pekegjaan
tertenty yang secara langsung atsu tidak langsung berhubungan dengan

kepentingan publik, misalnya pengacar, akuntan publik, nelans dan lain-Tain,

Rijekeghem, Carolline Wan & Weder, Beatrice, Covrvprlon and Rare of Tesmpeation! Do Low
FFages in the Civil Bervice Cawse Corrmption, [MF, TRET.
Buharuddin Lope, Kefalfaan Korvpsd daa Peregakan Hulim, Kompas, Jakarz, 2001, hal, 81,



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
|, Latar belakang penyvebab terjadinya Tindak PMidana Korupsi di lingkungan
RPK diksrenakan sumber dava manusianya yang tidak mempunyat moral dan
etika sehingga masih sempatnva melakukan perbustan tercela vang mana
seharusnya tersangka tidak melakukan perbuatan tersehut, Dan segn Undoang-
undang, lembaga KPK sendirl, serta sarana dan prasarana tidak ads celah bagi
siapapun untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

. Penanganan pemberamiasan Tindak Pidana Koeupsi di lingkungan KPk
berawal dari diterimanya laporan atae penpgadusn vang berasal dari manapun
dengan didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan,salsh satunya
berasal dari masyarakat. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung
masyverakal dirugikan akibat adanya perbuatan tindak pidana koerupsi ini,

3. Tidak ada Kendala yvang begitu berarti dihadapi olel penyidik dalam
mengungkapkan Tindak Pidana Komipsi di Dingkungan KPR hanya saja
pdanya celab-celah yang dapat membuat terjadinys perbuatan tindak pidana
korupsi ini dimanfaatkan oleh Suparman unk melakukan perbuatan tercela
tersebut. Untuk ftulah KPK sendinn mempunyai hidang penpawasan internal

yang mengawasi pegawal secara penuh dalam melakukan tugasnya,

50l
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